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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Muhammad Fikri Asnawir 

NIM   : 15.1.2.022 

Judul Skripsi  : 

 

 

 

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang menawarkan 

berbagai produk kepada masyarakat salah satunya adalah tabungan emas, 

tabungan emas merupakan salah satu cara untuk berinvestasi emas dengan mudah. 

Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam adalah tabungan yang 

berdasarkan perhitungan bunga, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 1 

tahun 2004 menjelaskan bahwa bunga sama dengan riba dan riba hukumnya 

haram, dibuatlah lembaga keuangan berbasis syariah. 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan prosedur kontrak  

dan nilai pertumbuhan antara produk tabungan emas di pegadaian syariah dengan 

pegadaian konvensional serta pandangan hukum Islam terhadap produk tabungan 

emas, skripsi ini berguna menambah pengetahuan tentang tabungan emas serta 

bisa dijadikan informasi bagi nasabah pegadian. Penelitian ini menggunakan 

deskriptif komparatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan yuridis empiris, 

dengan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. 

Hasil penelitian tentang perbandingan produk tabungan emas di pegadaian 

syariah dengan konvensional peneliti menemukan bahwa tidak memiliki  

perbedaan baik dari akad maupun pertumbuhan nilai tabungan hanya saja untuk 

pencetakan emas pegadaian syariah menyediakan mulai dari 5 gram sedangkan 

pegadaian konvensional menyediakan mulai dari 1 gram. Pandangan hukum islam 

tentang tabungan emas saat ini tidak ada fatwa secara khusus menjelaskan tentang 

tabungan emas, namun fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 

tentang jual beli emas secara tidak tunai, ini dibolehkan dengan beberapa syarat 

tertentu. Fatwa tersebut berkaitan dengan proses akad pada produk tabungan emas 

pegadaian sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan emas pada 

pegadaian di bolehkan dalam syariat Islam. 

Kata kunci: Perbandingan, Tabungan emas, Pegadaian 

 

 

 

 

 

Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas di Pegadaian 

Syariah dengan Pegadaian Konvensional di Kecamatan 

Tuminting Kota Manado. 



BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi di zaman modern saat ini sangat berkembang pesat, 

salah satunya adalah dari sektor lembaga keuangan. Setiap manusia memiliki cara 

untuk mensejahterakan hidupnya dengan cara berbeda-beda. Menabung 

merupakan salah satu cara seseorang untuk memperoleh kesejahteraan dimana 

seseorang bisa menyimpan hartanya untuk tujuan tertentu. Kesejahteraan 

seseorang dapat dilihat dari mudahnya seseorang membeli barang atau jasa yang 

dia inginkan. Banyak dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank di 

Indonesia menyediakan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Lembaga keuangan non bank seperti pegadaian.  

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 

bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika 

hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan 

membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.
1
 

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta 

asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu 

dari masing-masing bank penerbit. Pengertian penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk 

dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan 

                                                           

1
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2009), h.92 
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bank yang lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkanya. Hal ini 

sesuai dengan perjanjian sebelumya yang telah dibuat oleh bank.
2
 

Berdasarkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998 yang merupakan 

penyempurnaan dari UU No 7 Tahun 1992. Definisi tabungan adalah:
3
 

1. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, 

sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

2. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Menabung merupakan cara untuk meningkatkan standar hidup keluarga di 

masa depan. Selain untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik, menabung 

merupakan cara untuk menghadapi terjadinya risiko akibat terjadinya musibah-

musibah yang memerlukan dana besar. Islam mengajarkan masyarakat untuk 

menabung sebagai salah satu bentuk persiapan untuk hari esok.
4
 Menabung 

sebagai implementasi dari sikap pertengahan juga merupakan cara bagaimana 

Allah SWT menjamin agar seseorang terhindar dari kemiskinan. 

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hashr: 18 

                                                           

2
Kasmir, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan  (jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2009), h.78 

3
Pemerintah Indonesia. 1998.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10  Tahun 

1998  tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 ayat 

(5,9) 

4
Muhammad Yasid, “Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta 

Program Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok di Bogor, Jawa Barat”, 

Tazkia, No. 1,  Vol. 4  Januari-Juli 2009, h.90 
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َۚ إنِذ  َ ْ ٱللَّذ اَ لُ نَجت لغَِد ٖۖ وَٱتذ ا كَدذ سٞ نذ َيظُرت جَفت َ وَلۡت ْ ٱللَّذ ْ ٱتذلَُا اَ ِيوَ ءَانَيُ ا ٱلَّذ ٍَ حُّ
َ
أ يََٰٓ

هَلَُنَ   ُۢ ةهَِا تَػت َ خَتيُِ  ٱللَّذ
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
5
 

 

 

Menabung dapat diartikan dengan dua hal, yaitu: menunda konsumsi dan 

mengumpulkan kekayaan yang liquid dalam berbagai bentuk. Artinya, tabungan 

merupakan dana atau kekayaan yang disisihkan untuk kebutuhan di masa yang 

akan datang. Dalam penelitian ini menabung merupakan upaya seseorang untuk 

menyisihkan uang pada program ikhtiar untuk mendapatkan uang dalam jumlah 

yang relatif besar. Batasan ini penting mengingat mengingat bahwa menabung 

bukan hanya dilakukan dalam bentuk uang, tetapi dapat dilakukan dalam bentuk 

logam mulia (perhiasan), perlengkapan rumah tangga, tanah maupun aset-aset lain 

yang mudah diuangkan apabila dibutuhkan, baik dengan cara dijual atau 

digadaikan.
6
 

Emas merupakan unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki 

simbol Au yang bahasa Latin yaitu, aurum dan nomor atom 79. Emas merupakan 

sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, 

berat. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh klorin, 

                                                           

5
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan 

Syariah, 2012). 

6
Yasid, Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta Program 

Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok di Bogor, Jawa Barat, h.90 
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fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk 

bebatuan dan di deposit alluvial dan salah satu logam coinage.
7
 

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga 

digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang 

moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri 

terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia. Meskipun secara resmi di bursa 

komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. 

Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau 

batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas juga 

diperdagangkan dalam bentuk koin, seperti Krugerrand yang diproduksi oleh 

South African Mint Company dalam berbagai satuan berat. 

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk 

investasi. Emas untuk perhiasan harganya menjadi lebih mahal karena adanya 

tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi  

berupa emas batangan,  bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran 

beberapa gram hingga kilogram. Dalam jual beli emas investor harus 

memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. 

Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain 

dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang 

dapat disertakan dalam proses penjualan.
8
  

                                                           

7
Wulansari Agustina, “Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank Syariah 

Mandiri”, Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), h.36 

8
Wulansari Agustina, “Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank Syariah 

Mandiri”, h. 37 
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Kata pegadaian tidak begitu asing pada sebagian masyarakat, terutama pada 

masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada 

perbankan. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat. 

Hal ini dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di pegadaian cukuplah 

sederhana dan relatif cepat serta mudah. Seiring berkembangnya zaman maka 

produk  yang ditawarkan dari pegadaian tidak hanya 1 saja tetapi ada beberapa 

produk yang ditawarkan salah satunya adalah Tabungan Emas.  

Emas adalah pelindung terhadap nilai dan kekayaan. Semakin tinggi inflasi, 

biasanya akan semakin baik kenaikan harga emas. Semakin orang-orang panik 

menghadapi ketidakpastian ekonomi, maka harga emas semakin melambung. 

Akan tetapi patut dicatat bahwa harga emas akan cenderung konstan bila laju 

inflasi rendah. Harga emas bahkan cenderung sedikit menurun apabila laju inflasi 

dibawah dua digit dan kurs dolar stabil. Jadi, emas hanya akan bagus bila terjadi 

inflasi moderat (dua digit), dan akan lebih bagus lagi bila terjadi inflasi hiper (tiga 

digit). Karena itu, emas sangat cocok dipakai sebagai pelindung nilai kekayaan. 

Emas nilainya cenderung stabil dan dianggap tidak punya efek inflasi. Kalangan 

konsultan investasi menyebut emas sebagai save heaven. Aset yang aman dan 

stabil, hingga menyerupai “keamanan surgawi”.
9
 

Produk tabungan emas merupakan produk yang baru dari PT Pegadaian. 

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan 

fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau,
10

 tabungan emas ini memberikan 

                                                           

9
Tanuwidjaya William, Cerdas Investasi Emas  (Jakarta: Medpress, 2009), h. 23 

10
Pegadaian, “produk tabungan  emas”, www. Pegadaian. co. id, 

http://www.pegadaian.o.id/produk/tabungan-emas, (15 Agustus 2019, pukul 07.55) 
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kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Maksud dari menabung 

emas bukan dengan meyetor emas untuk disimpan, menyetorkan dana awal untuk 

proses pembelian emas dengan kelipatan 0.01 gram atau lebih senilai Rp. 5.480 

selanjutnya bisa menyicilnya kapan saja, kemudian bisa dicetak ataupun dijual 

kembali ke pegadaian jika emas tersebut mencapai berat minimal 1 gram.
 

Lembaga keuangan di Indonesia ada yang berbasis syariah dan ada yang 

kovensional, di mana dari kedua lembaga keuangan tersebut terdapat beberapa 

perbedaan.  

Lembaga Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset 

utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa 

saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berbentuk aktiva riil seperti bangunan, 

perlengkapan dan bahan baku. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan 

adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik 

uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Dari 

pengertian di atas diketahui bahwa lembaga keuangan adalah tempat transformasi 

atau perpindahan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana (surplus of 

funds) kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit of funds).
11

 

Sedangkan lembaga keuangan syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan 

lembaga keuangan konvensional, hanya saja dalam lembaga keuangan syariah 

memiliki prinsip yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu 

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa 

                                                           

11
Roifatus Syauqoti dan  Mohammad Ghozali,  “Analisis Lembaga Keuangan Syariah  

dan Lembaga Keuangan Konvensional”,  Iqtishoduna, No. 1, Vol. 14,  Tahun 2018,  h. 16 
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yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa di bidang syariah.  

Tujuan ekonomi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan material dan 

spiritual. Untuk mencapai  kesejahteraan tersebut maka semua transaksi ekonomi 

syariah dibangun atas tiga pilar utama yaitu: keadilan, keseimbangan, dan 

kemashalatan. Fondasinya bertumpu pada aqidah, syariah, dan akhlak, sehingga 

transaksi bisnis dalam konteks kesetiakawanan sosial, yakni motif saling tolong 

menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan mencari keuntungan semata, 

apalagi mengeksploitasi.
12

 

Ada 5 prinsip bisnis syariah:
13

 

1. Keuntungan diperoleh harus melalui transaksi jual beli 

2. Terpenuhi rukun dan syarat dagang 

3. Rela sama rela 

4. Tidak melakukan transaksi terlarang 

5. Memperhatikan maqasid syariah (terjaganya agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta). 

Kelebihan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keungan 

konvensional:
14

 

                                                           

12
Mas Yunus, 2017, “Empat Alasan Memilih Produk Perbankan Syariah”, 

www.kompasiana.com, 

https://www.kompasiana.com/m_yunus/593323ee109773223e44094e/empat-alasan-memilih-

produk-perbankan-syariah?page=all. (14 Oktober 2019, pukul 11.50). 

13
Tim Advika, “5 Prinsip Bisnis Syariah yang perlu diketahui”, pegadaiansyariah.co.id, 

https://pegadaiansyariah.co.id/5-prinsip-bisnis-syariah-yang-perlu-diketahui-detail-15672, (9 

oktober 2019, pukul 13.00) 

 

http://www.kompasiana.com/
https://www.kompasiana.com/m_yunus/593323ee109773223e44094e/empat-alasan-memilih-produk-perbankan-syariah?page=all
https://www.kompasiana.com/m_yunus/593323ee109773223e44094e/empat-alasan-memilih-produk-perbankan-syariah?page=all
https://pegadaiansyariah.co.id/5-prinsip-bisnis-syariah-yang-perlu-diketahui-detail-15672
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1. Halal 

Lembaga keuangan syariah menganut prinsip-prinsip yang berdasarkan nilai-

nilai Islam sehingga pengelolaanya pun bebas dari riba, garar, dan maisir. 

Bandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang masih terkait pada 

bunga alias riba. 

2. Kesempatan beramal 

Lembaga keungan syariah menyisihkan 2,5 pesen dari keuntungannya 

pertahun untuk zakat. Ketika anda menggunakan layanan 

bank/pegadaian/asuransi/koperasi syariah, secara tidak langsung anda turut 

mendanai zakat.  

3. Keadilan finansial yang merata  

Lembaga keuangan konvensional berorientasi pada profit melalui 

pembayaran bunga dan membuat nasabahnya bertanggung jawab atas risiko apa 

pun. Sebaliknya, lembaga keuangan syariah menerapkan sistem pembagian laba 

dan rugi secara adil. Risiko pun di tanggung secara bersama dan proporsional 

antara pihak yang meminjamkan dan yang menerima pinjaman. Contohnya, jika 

seorang pemodal ingin mengklaim profit dari suatu proyek, dia juga harus 

merelakan bagian kerugiannya. 

4. Menguatkan perekonomian bangsa 

                                                                                                                                                               
14

Tim Advika, “Kelebihan Lembaga Keuangan Syariah dibanding Konvensional”, 

pegadaiansyariah.co.id, https://pegadaiansyariah.co.id/kelebihan-lembaga-keuangan-syariah-

dibanding-konvensional-detail-3503, (9 oktober 2019, pukul 13.00) 

https://pegadaiansyariah.co.id/kelebihan-lembaga-keuangan-syariah-dibanding-konvensional-detail-3503
https://pegadaiansyariah.co.id/kelebihan-lembaga-keuangan-syariah-dibanding-konvensional-detail-3503
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Lembaga keuangan syariah melarang segala aktifitas yang merugikan 

nasabah dan masyarakat secara umum. Aktifitas itu meliputi riba, spekulasi, dan 

perjudian (maisir).  

Fatwa MUI  no 1 tahun 2004 tentang bunga bank bahwa bunga termasuk 

kriteria riba dan riba hukumnnya haram. Praktek pembungaan tersebut hukumnya 

haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan 

lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. 

Pada dasarnya Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 275. 

... َْۚ ا َٰ مَ ٱلرِّبَ َيتعَ وحََرذ
ُ ٱلۡت حَلذ ٱللَّذ

َ
 ...وَأ

 
Terjemahnya:  

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
15

  

 

Ayat di atas  menjelaskan bahwa Allah telah membolehkan jual beli dan 

melarang riba, tetapi dilembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga 

yang tentunya tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, berbeda dengan lembaga 

keuangan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

keuangan,  sehingga perlu di teliti apakah produk tabungan emas yang ada di 

pegadaian syariah dan konvensional sama saja atau mungkin sangat berbeda baik 

prinsip yang digunakan oleh pegadaian maupun sistem dan bentuk prakteknya, 

Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah di atas akan penulis 

memberikan judul skripsi ini dengan judul “Studi komparatif  terhadap 

                                                           

15
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan 

Syariah, 2012). 
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Tabungan emas di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional di 

Kecamatan Tuminting Kota Manado.”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat 

permasalahan yaitu:  

1. Bagaiman prosedur kontrak  produk tabungan emas di pegadaian syariah  

dengan  pegadaian konvensional ? 

2. Bagaimana nilai pertumbuhan tabungan emas pada pegadaian syariah 

dan pegadaian konvensional? 

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tabungan emas? 

C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. 

1.  Untuk memudahkan pemahaman mengenai variabel yang terdapat dalam 

judul skripsi yang diangkat oleh penulis maka perlu adanya definisi operasional. 

Berikut definisi-definisi operasionalnya. 

a. Studi  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan studi adalah penelitian 

ilmiah, kajian, telaahan.
16

 

b. Komparatif 

Dalam kamus besar bahasa indonesia komparatif adalah berkenaan atau 

berdasarkan perbandingan. 

c. Tabungan emas 

                                                           

16
Kemendikbud, “Studi”, kbbi.kemendikbud.go.id,  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi, (21 Agustus 2019, pukul 11.00) 
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Tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan 

fasilitas titipan yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.
17

 

d. Pegadaian syariah 

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi 

pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah islam.
18

 Berdasarkan 

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai), pegadaian 

syari‟ah adalah suatu badan usaha di  Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin 

untuk melaksanakan  kegiatan lembaga keuangan syari‟ah berupa pembiayaan 

dalam bentuk  penyaluran  dana  ke masyarakat  atas  dasar  hukum  gadai  secara  

syar‟i.  Pinjaman dengan menggadaikan marhun (barang jaminan) sebagai 

jaminan marhun bih (utang) dalam  bentuk rahn itu dibolehkan, dengan ketentuan 

bahwa murtahin (yang menerima gadai),  dalam hal ini pegadaian syari‟ah, 

mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi 

e. Pegadaian konvensional 

Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara Indonesia yang 

secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang 

berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat 

berdasarkan hukum gadai.
19

 

 

 

                                                           

17
Pegadaian Syariah, “Produk Tabungan Emas”, www.pegadaian.co.id,  

http://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas, (15 Agustus 2019, pukul 07.55) 

18
Pegadaian Syariah, “pengertian pegadaian syariah”, www.pegadaiansyariah.co.id, 

http://www.pegadaiansyariah.co.id/pengertian-pegadaian-syariah, (17 Agustus 2019, pukul 12:55) 

19
Sigit Triandaru, Bank dan Lemabaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Salemba Empat, 

2006), h.179 

http://www.pegadaian.co.id/
http://www.pegadaiansyariah.co.id/
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2. Ruang  lingkup penelitian 

Agar mendapatkan hasil yang baik, maka penulis akan membuat batasan dan 

cakupannya. Batasan penelitian ini difokuskan pada perbandingan bentuk sistem 

dan praktek tabungan emas yang ada di pegadaian syariah dengan pegdaian 

konvensional. Adapun cakupan penelitian ini adalah  kantor cabang pegadaian 

syariah dan pegadaian konvensional di Kecamatan Tuminting kota Manado, 

Provinsi Sulawesi Utara. 

D. Tujuan dan kegunaan 

1. Tujuan penelitian. 

a. Untuk mengetahui prosedur kontrak tabungan emas di pegadaian 

syariah dengan pegadaian konvensional 

b. Untuk mengetahui nilai pertumbuhan tabungan emas pada pegadaian 

syariah dan konvensional 

c. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tabungan emas 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang perbandingan Tabungan emas antara pegadaian 

syariah dengan pegadaian konvensional 

b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai 

informasi bagi masyarakat Manado khususnya nasabah pegadaian 

syariah dan nasabah pegadaian konvensional. 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

A. Tabungan Emas 

1. Pengertian Tabungan 

Tabungan dalam ilmu ekonomi Makro dapat didefinisikan sebagai bagian dari 

pendapatan disposabel yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk 

konsumsi. Tabungan dalam lingkup luas merupakan bagian dari pada pendapatan 

nasional per tahun yang tidak digunakan untuk konsumsi. Menurut Keynes, 

besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada 

tinggi rendahnya suku bunga. Tabungan tergantung dari besarnya kecilnya tingkat 

pendapatan rumah tangga. Makin besar pendapatan rumah tangga, semakin besar 

jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh perekonomian. Apabila jumlah 

pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami  kenaikan atau penurunan, 

perubahan yang cukup besar dalam suku bunga tidak akan menimbulkan 

pengaruhnya yang berarti ke atas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh 

sektor rumah tangga. Definisi tabungan adalah bagian dari pendapatan disposabel 

yang tidak digunakan untuk konsumsi.
20

 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 

bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika 

                                                           

20
Wijayatjokroatmodjo, 2015, “Teori Ekonomi Keynes (2)”, www.wordpress.com. 

https://wijayanomics.wordpress.com/2015/04/18/teori-ekonomi-keynes-2/ 

http://www.wordpress.com/
https://wijayanomics.wordpress.com/2015/04/18/teori-ekonomi-keynes-2/
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hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan 

membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.
21

 

Berdasarkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998 yang merupakan 

penyempurnaan dari UU No 7 Tahun 1992. Definisi tabungan adalah:
22

 

3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, 

sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

4. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Menabung dapat diartikan dengan dua hal, yaitu: menunda konsumsi dan 

mengumpulkan kekayaan yang liquid dalam berbagai bentuk. Artinya, tabungan 

merupakan dana atau kekayaan yang disisihkan untuk kebutuhan di masa yang 

akan datang. Dalam penelitian ini menabung merupakan upaya seseorang untuk 

menyisihkan uang pada program ikhtiar untuk mendapatkan uang dalam jumlah 

yang relatif besar. Batasan ini penting mengingat mengingat bahwa menabung 

bukan hanya dilakukan dalam bentuk uang, tetapi dapat dilakukan dalam bentuk 

logam mulia (perhiasan), perlengkapan rumah tangga, tanah maupun aset-aset lain 

                                                           

21
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2009), h.92 

22
Pemerintah Indonesia. 1998.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10  Tahun 

1998  tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 ayat 

(5,9) 
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yang mudah diuangkan apabila dibutuhkan, baik dengan cara dijual atau 

digadaikan.
23

 

Firman Allah dalam Q.S Yusuf 47-48 

ٓۦ إلَِّذ كَليِلٗٗ  ةٗا فَهَا حَصَدتُّمت فَذَرُوهُ فِِ شُنۢتُلًِِ
َ
رغََُنَ شَتتعَ شِنيَِن دَأ كاَلَ حزَت

وذ  ٍُ َ خُمت ل نت كُلتوَ نَا كَدذ
ت
دِ ذَلٰمَِ شَتتعٞ شِدَادٞ يأَ تِِ نِوُۢ بَػت

ت
كُلَُنَ ثُمذ يأَ

ت
ا حأَ مِّهذ

ا تُُتصِيَُنَ    إلَِّذ كَليِلٗٗ مِّهذ
Terjemahnya:  

“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 

sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan 

dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu 

akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang 

kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari 

(bibit gandum) yang kamu simpan.”
24

  

 

Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang 

berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang 

bedasarkan prinsip Murabahah dan Wadi‟ah. Ayat tersebut menganjurkan kepada 

umat Islam, untuk menabung, untuk masa depan dan mengantisipasi hal-hal yang 

tidak diinginkan dengan finansialnya.Sehingga, jelas tabungan dalam Islam, 

merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan moral 

Islam, yang menyebutkan bahwa manusia harus hidup hemat. Tingkat tabungan 

dari seseorang dari teori Islam, tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan 

umat. Masyarakat yang membutuhkan dana dan individu yang memiliki dana 

                                                           

23
Yasid, Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta Program 

Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok di Bogor, Jawa Barat, h.90 

24
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan 

Syariah, 2012). 
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lebih, akan mengurangi tingk tabungannya atau kekayaannya untuk membantu 

masyarakat yang kekurangan.
25

  

2. Pengertian Emas 

Secara bahasa arab emas disebut zahab, dalam kamus besar bahasa indonesia, 

emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, 

biasa dibuat perhiasan seperti cincin dan kalung. Pengertian yang tidak jauh beda 

di kemukakan W.J.S Poerwardaminta, emas adalah logam yang mahal harganya, 

warnanya kuning dan biasa dibuat perhiasan (cincin, gelang, dan sebagainya).
26

 

Emas merupakan salah satu tolak ukur kekayaan seseorang yang memiliki 

emas, dan harga emas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, emas juga dapat 

digunakan sebagai sarana investasi yang aman. Mayoritas masyarakat memiliki 

investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaan mempertahankan nilai jual 

beli dimasa akan datang. Mencukupi rencana masa depan, investasi logam mulia 

emas selalu menjadi primdona karena karakteristik emas yang kebal akan inflasi 

dan guncangan ekonomi pada suatu negara, salah satunya keadaan ekonomi 

politik yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Pada tahun 2013 harga emas 

adalah Rp. 524.000 dan Tahun 2017 Harga emas mencapai Rp. 590.000 (dari 

tahun ke tahun harga emas mengalami fluktasi harga dengan dominan lebih 

meningkat).
27

  

                                                           

25
Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: PT 

Kharisma Putra Utama, 2015), h. 88 

26
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pusaka, 1976), h. 78 

27
Muhammad Yusuf  Wicaksono, Pengaruh Inflasi, Kurs Dollar Dan Suku Bunga 

Terhadap Harga Emas Di Indonesia, (Jurnal Prndidikan dan Ekonomi, Volume 5, Tahun 2016), h. 

144 
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Emas merupakan unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki 

simbol Au yang bahasa Latin yaitu, aurum dan nomor atom 79. Emas merupakan 

sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, 

berat. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh klorin, 

fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk 

bebatuan dan di deposit alluvial dan salah satu logam coinage.
28

 

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga 

digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang 

moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri 

terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia. Meskipun secara resmi di bursa 

komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. 

Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau 

batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas juga 

diperdagangkan dalam bentuk koin, seperti Krugerrand yang diproduksi oleh 

South African Mint Company dalam berbagai satuan berat. 

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk 

investasi. Emas untuk perhiasan harganya menjadi lebih mahal karena adanya 

tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi  

berupa emas batangan,  bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran 

beberapa gram hingga kilogram. Dalam jual beli emas investor harus 

memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. 

Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain 

                                                           

28
Wulansari Agustina, “Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank 

Syariah Mandiri”, Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), h.36 
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dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang 

dapat disertakan dalam proses penjualan.
29

  

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan 

fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau,
30

 tabungan emas ini memberikan 

kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Maksud dari menabung 

emas bukan dengan meyetor emas untuk disimpan, menyetorkan dana awal untuk 

proses pembelian emas dengan kelipatan 0.01 gram atau lebih senilai Rp. 5.480 

selanjutnya bisa menyicilnya, kemudian bisa mengambil emas tersebut jika 

mencapai berat minimal 5 gram, tetapi jika membutuhkan dana tunai, saldo titipan 

emas dapat dijual kembali ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram. 

3. Landasan Hukum Tabungan emas 

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam karena dengan 

menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan 

perencanaan dimasa akan datang sekaligus untuk mengamankan kekayaan serta 

untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang akan sewaktu-waktu. Dalam 

Al-Qur‟an terdapat  ayat yang secara tidak langsung memerintahkan kaum 

muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.
31

 

Berikut firman Allah swt. Yang berkaitan dengan anjuran menabung telah 

dijelaskan dalam (Q.S An-Nisa ayat 9) 

                                                           

29
Wulansari Agustina, “Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank 

Syariah Mandiri”, h.7 

30
Pegadaian, “produk tabungan  emas”, www. Pegadaian. co. id, 

http://www.pegadaian.o.id/produk/tabungan-emas, (15 Agustus 2019, pukul 07.55) 

31
Rahayu Nusi, “Persepsi Nasabah Terhadap Investasi Emas Di Pegadaian Syariah 

Cabang Istqlal Manado”, Skripsi (Manado: IAIN Manado, 2019), h. 29 
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 َ ْ ٱللَّذ اَ ٍِمت فَلتيَخذلُ يت
ْ غَلَ اَ ٍِمت ذُرّيِذثٗ ضِعَفًٰا خَافُ فِ

ْ نِوت خَلت اَ تَ حرََكُ َ ِيوَ ل شَ ٱلَّذ َخت وَلۡت
لَّٗ شَدِيدًا   تَ َلَُلَُاْ كَ  وَلۡت

Terjemahnya:  

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar.”
32

 

 

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah 

mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat di atas memerintahkan kita 

semua agar tidak meninggalkan tzurria dhi’afa (keturunan yang lemah) baik moril 

maupun materil. Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan 

kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik tidak meninggalkan 

kesusahan secara ekonomi. 

4. Akad-akad Tabungan Emas 

a. Murabahah  

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual 

beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang 

dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.
33

 

Secara umum murabahah diartikan sebagai akad jual beli barang dengan 

menyatakan tsaman (harga perolehan), dan ribh (keuntungan margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli.
34

 Murabahah merupakan produk financial 
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yang berbasis Ba‟i atau jual beli. Murabahah adalah produk pembiayaann yang 

paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. 

Menurut Asraf Usmani, pada dewasa ini murabahah menduduki porsi 66% dari 

semua transaksi investasi bank-bank syariah (Islamic Banks) didunia.
35

 

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang 

dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (Ba’i) atau (sale) namun 

murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dengan satu penjual 

saja sebagaimana yang kita kenal didalam bisnis perdagangan diluar perbankan 

syariah pada perjanjian murabahah, bank pembiayai pembelian barang atau aset 

yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan terlebih dahulu membeli barang itu dari 

pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada 

ditangan bank, kemudian bank tersebut menjual kepada nasabah dengan 

menambahkan suatu mark-up/ margim atau keuntungan dimana nasabah harus 

diberitahu oleh bank beberapa harga beli dari pemasok dan meyepakati beberapa 

besar mark up/ margin yang ditambahkan keatas harga beli bank kepada nasabah 

dilakukan atas dasar cost-plus profit.
36

 

Dari definisi-definisi di atas dijelaskan bahwasanya murabahah 

merupakan salah satu contoh dari jual beli yang benar (shahih). Murabahah 

termasuk akas jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jual 

beli itu merupakan bagian dari ta’awun (saling menolong) bagi pembeli menolong 
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penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga 

berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. 

Undang-undang No. 21 tahun tentang perbankan syariah memberikan 

definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut 

penjelasan pasal tersebut. Yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad 

pembiayaan sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya dengan kepada 

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan 

yang disepakati.
37

 

1. Landasan Hukum  

1. Al-Qur‟an 

Allah berfirman dalam Q.S Al- Hasyr: 18 

 َ َۚ إنِذ ٱللَّذ َ اَْ ٱللَّذ لُ نَجت لغَِد ٖۖ وَٱتذ ا كدَذ سٞ نذ َيظُرت جَفت َ وَلۡت ْ ٱللَّذ اَ لُ ْ ٱتذ اَ ِيوَ ءَانَيُ ا ٱلَّذ ٍَ حُّ
َ
أ ُۢ يََٰٓ  خَتيُِ

هَلَُنَ    ةهَِا تَػت
Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
38

 

Allah berfirman dalam Q.S Yusuf: 47 

ةٗ 
َ
رغََُنَ شَتتعَ شِنيَِن دَأ كُلَُنَ  كاَلَ حزَت

ت
ا حأَ  ا فَهَا حَصَدتُّمت فذََرُوهُ فِِ شُنۢتُلًِۦِٓ إلَِّذ كَليِلٗٗ مِّهذ

Terjemahnya:  
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“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 

sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu 

biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.”
39

 

 

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah.
40

 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari 

riba. 

b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

disepakati kualifikasikan. 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian itu harus sah dan bebas dari riba. 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan 

ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang telah disepakati tersebut pada jangka 

waktu tentang yang telah disepakati. 
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h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tesebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

b. Wadiah 

Dalam fiqh islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip 

wadi‟ah sedangkan pengertian wadi‟ah adalah titipan murni dari satu pihak ke 

pihak lain, bank individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja saat diminta oleh sipenitip.
41

 

Ada dua definisi yang dikemukakan oleh ahli fiqih pertama ulama mazhab 

Hanafi mendefinisikan wadi‟ah dengan “mengikutsertakan orang lain dalam 

mengolah harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun 

melalui isyarat”. Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, saya titipkan tas 

ini kepada anda, lalu orang itu menjawab, “saya terima”, maka sempurnalah akad 

wadiah; atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, 

“saya titipkan buku saya ini kepada anda, lalu orang yang dititipkan diam saja 

(tanda setuju). Kedua ulama mazhab Maliki, mazhan Syafi‟i dan mazdhab 

Hambali, mendefinisikan wadi‟ah dengan mewakili orang lain untuk memelihara 

harta tertentu dengan cara tertentu.
42
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Dalam bahasa Indonesia wadi‟ah adalah akad atau kontrak antara dua 

pihak, yaitu antara pemilik barang dan konstudian dari barang tersebut dapat 

berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai. 

1. Jenis-jenis wadi‟ah 

Wadi‟ah dapat dibagi dalam dua jenis yaitu; wadi‟ah yad amanah (trustee 

safe Custody) dan wadi‟ah yad dhamanah (Guarantee safe custody). Penjelasan 

mengenai kedua jenis wadi‟ah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Wadi‟ah yad amanah (Trustee safe Custody) 

Bank bertindak sebagai trustee dan menjaga barang tersebut. Bank tidak 

menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang terebut hilang 

atau rusak karena pencurian, kebakaran, kebanjiran, atau musibah alam 

lainnya asalkan bank sudah melakukan semua tindakan yang diperlukan 

untuk mengamankan barang tersebut. Custodian atau bank wajib 

melindungi barang titipan tersebut dengan cara: 

1. Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut 

dengan barang lain yang berada dibawah titipan bank tersebut. 

2. Tidak menggunakan barang tersebut. 

3. Tidak membebankan fee apapun untuk penyimpanan barang 

tersebut. Barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa 

sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang 

dititipkan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanan. 

Misalnya, barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang 

berupa barang emas dan perak. 
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b. Wadi‟ah yad dhamanah (Guarantee safe Custody) 

Bank sebagai bank constudian menjamin barang yang dititipkan tetap 

berada di dalam penyimpanan, cinstidian. Dalam hal ini bank sebagai 

constodian mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya itu 

apabila barang tersebut itu hilang dan rusak. Berdasarkan perjanjian antara 

bank dengan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk 

menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan syarat bank harus 

menggantikan keuntungan dan kerugian yang merupakan akibat dari 

penggunaan barang itu menjadi milik dan tanggung jawab bank. Bank 

dapat memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan 

jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan oleh bank 

kepada nasabah secara sukarela mengenai pemberian bonus.
43

 

c. Istishna 

Istishna merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk jual beli. 

Istishna berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntunan agar 

tukang/ahli (sham) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan 

demikian istishna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pemesan. Dimana 

spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.
44
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Transaksi Ba‟I Al-Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli 

dan pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, si pembuat barang 

menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain 

untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati 

dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga 

dan system pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau di tangguhkan 

sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.
45

 

a. Landasan hukum 

Ada beberapa fatwa DSN MUI berkenan dengan akad istishna yang 

harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad istishna fatwa-

fatwa DSN MUI tersebut yang telah dikeluarkan sampai saat ini.
46

 

1. Nomor. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna.
47

  

1. ketentuan dengan pembayaran: 

a. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, 

baik berupa uang, barang atau manfaat. 

b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 

c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang 

2. Ketentuan dengan barang: 

a. Harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang. 

b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
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c. Penyerahan dilakukan kemudian. 

d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan. 

e. Pembeli (mustahsni) tidak boleh menjual barang sebelum 

menerimanya. 

f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang 

sejenis sesuai dengan kesepakatan 

g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) 

untuk melanjutkan atau membatalkan akad. 

3. Ketentuan lain: 

a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 

kesepakatan, hukumnya mengikat. 

b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak 

disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli istishna. 

c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan doantara kedua belah pihak, maka 

penyelesainnya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah 

Setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Nomor.22/DSN-MUI/II/2002 tentang jual beli istishna pararel.
48

 

1. Ketentuan lain. 
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a. Jika LKS melakukan transaksi istishna, untuk memenuhi 

kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna 

lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan 

syarat istishna pertama tidak bergantung (muallaq) pada 

istishna kedua. 

b. LKS selaku mustashni tidak diperkenankan untuk 

memungut MDC (margin during construction) dari 

nasabah (shani) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip 

syariah. 

c. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna 

(Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula 

dalam istishna pararel. 

d. Rukun dan syarat Ba’I Istishna 

Dalam pelaksanaan akad istishna terdapat beberapa rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi. Rukun-rukun yang harus dipenuhi 

dalam pelaksanaan akad istishna adalah sebagai berikut: 

1. Pelaku akad yaitu mustashni (pembeli) adalah pihak yang 

membutuhkan dan memesan barang, dan shani‟ (penjual) 

adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. 

2. Objek akad, uaitu barang atau jasa (mashnu‟) dengan 

spesifikasinya dan harga (tsaman) 

3. Shigat, yaitu ijab dan qabul. 
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Beberpa syarat harus dipenuhi dengan pelaksanaan akad 

istishna yaitu: 

1. Jenis barang yang dipesan harus jelas. 

2. Macamnya harus jelas. 

3. Kadar/ukurannya jelas. 

4. Sifatnya juga jelas. 

B. Bunga dan Riba 

a. Pengertian Bunga  

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang 

pokonya, yang lazim disebut dengan istilah “Kapital” atau “Modal” berupa uang . 

dan bunga itu juga dapat disebut dengan istilah “rente” juga dikenal dengan 

“interest”.
49

 Menurut Goedhart bunga atau rente adalah perbedaan  nilai, 

tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi.
50

 

Bunga (interest/fa‟idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi 

pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan  dari pokok pinjaman tanpa 

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut , berdasarkan tempo waktu, 

diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan 

persentase.
51

  

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank 

yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau 
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menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga kepada deposan 

(yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) 

yang harus dibayar kepada bank. Institusi bunga bank yang dalam hal ini adalah bunga 

yang bukan termasuk riba atau dapat dikatakan dengan bagi hasil menurut syari‟at 

Islam (perbankkan syari‟ah) telah menjadi bagian penting dari system 

perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi dinegaranegara lain 

(non muslim) 

Bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem 

ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu 

sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan.
52

 Menurut 

fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank bahwa bunga bank sama 

dengan riba  

b. Pengertian Riba 

Secara etimologis riba berasal dari bahasa arab, yaitu kata raba-yarbu-

rabwan yang berarti az-ziyadah (tambahan) atau al-fadl (kelebihan), berkembang 

(an-numuww), meningkat (al-irfa’) dan membesar (al-‘uluw). Dengan kata lain 

riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan dan pembesaran atas 

pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan 

karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode 

waktu tertentu. 

Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam 

transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan 
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dengan prinsip muamalat dalam Islam.
53

 Menurut syariah riba yaitu merujuk pada 

“premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan 

pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk 

perpanjangan waktu pinjaman.
54

 

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit 

ataupun banyak. Demikian juga, menurut Ibn Hajar Asqalani, riba adalah 

kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut 

Muhammad al-Hasan Taunki, Riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika 

dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang  yang diminta 

sebagai penukaran barang yang sama.
55

 

Selanjutnya menurut M. Umer Chapra, riba secara harfiah berarti adanya 

peningkatan, pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan.  Menurutnya, tidak 

semua pertumbuhan terkarang dalam Islam. Akan tetapi, keuntungan juga 

merupakan peningkatan atas jumlah harga pokok tetapi tidak dilarang Islam.
56

  

Kemudian menurut Prof. Dr. Rachmat Syafe‟i, MA. Diharamkannya riba 

karena dua hal yakni, pertama, adanya kedzaliman; kedua, adanya ekploitasi 

dalam kebutuhan pokok atau adanya garar, ketidakpastian dan spekulasi yang 
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tinggi, oleh karena itu tidak diharamkan selama tidak bertentangan dengan dua hal 

di atas.
57

 

Dari berbagai definisi diatas bahwa masing-masing ulama memiliki 

definisi yang berbeda-beda namun perbedaan tersebut hanya terdapat di 

definisinya tetapi dengan substansi yang sama. Secara umun para ekonom muslim 

tetap menegaskan bahwa riba adalah penambahan yang dibayarkan, baik dalam 

transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang sangat bertentangan dengan 

prinsip syariah.   

c. Dasar hukum larangan riba 

Di dalam al-Qur‟an kata riba beserta bentuk daerivasinya disebut 

sebanyak dua belas kali, delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. 

Quraish Shihab menyebut kata riba termaktub dalam al-Qur‟an sebanyak delapan 

kali dalam empat surah yaitu al-Baqarah, Ali-Imran, an-Nisa‟ dan ar-Rum. Tiga 

surat pertama adalah madaniyah, sedangkan ar-Rum adalah Makkiyah.
58

 

Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah: 275-276. 

يتطَوُٰ نِوَ  ًُ ٱلشذ ِي حَخَخَتذطُ اْ لََّ حَلَُمَُنَ إلَِّذ نَهَا حَلَُمُ ٱلَّذ َٰ َنَ ٱلرِّبَ
كُلُ

ت
ِيوَ يأَ ٱلَّذ

جذ 
َ
َۚ ذَلٰمَِ ةأِ تهَسِّ َْۚ ٱل ا َٰ مَ ٱلرِّبَ َيتعَ وحََرذ

ُ ٱلۡت حَلذ ٱللَّذ
َ
ْْۗ وَأ ا َٰ َيتعُ نِثتلُ ٱلرِّبَ

هَا ٱلۡت ْ إجِذ َٓا ُ مت كَال ٍُ
ِِۖ وَنَوت عََدَ  ٓۥ إلََِ ٱللَّذ رُهُ مت

َ
ۥ نَا شَلَفَ وَأ ًُ بًِّۦِ فَٱىخَهََٰ فَلَ تَغِظَثٞ نِّو رذ فَهَو جَاءَٓهُۥ مَ

 ٌُ حَبُٰ ٱلنذارِٖۖ  صت
َ
وْلََٰٓئمَِ أ

ُ
دَقَجِِٰۗ فأَ بِِ ٱلصذ اْ وَيُرت َٰ ُ ٱلرِّبَ حَقُ ٱللَّذ ونَ حَهت ا خَلُِِٰ ٍَ مت فيِ

ثيِمٍ  
َ
ارٍ أ ُ لََّ يُُبُِّ كُُذ نَفذ  وَٱللَّذ
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Terjemahnya:  

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan 

Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 

berbuat dosa.”
59

 

 

Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah: 278. 

نِييَِن   ؤت اْ إنِ نُيخُم نُّ ََٰٓ َ وَذَرُواْ نَا ةقََِِ نِوَ ٱلرِّبَ اَْ ٱتذلَُاْ ٱللَّذ ِيوَ ءَانَيُ ا ٱلَّذ ٍَ حُّ
َ
أ  يََٰٓ

Terjemahnya: 

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman.” 

 

Firman Allah swt. dalam Q.S Ali-Imran: 130-131 

َ لػََلذكُمت ي ْ ٱللَّذ اَ لُ ِۖ وَٱتذ ضَػَٰفَثٗ عَفٰٗا نُّ ضت
َ
ْ أ ا ََٰٓ  ٱلرِّبَ

ْ اَ كُلُ
ت
ْ لََّ حأَ ِيوَ ءَانَيَُا ا ٱلَّذ ٍَ حُّ

َ
ََََٰٓأ

كَفٰرِِيوَ  
تت للِت غِدذ

ُ
اَْ ٱلنذارَ ٱلذتِِٓ أ لُ لحَُِنَ وَٱتذ  تُفت

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang 

disediakan untuk orang-orang yang kafir.”
60
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Firman Allah swt. dalam Q.S An-Nisa‟:160-161 

ٌمِت غَو  مت وَبصَِدِّ ٍُ َ حِلذجت ل
ُ
ٍِمت طَيّبَِجٍٰ أ يت

يَا غَلَ ْ حَرذنت ادُوا ٌَ ِيوَ  فَتظُِلتم  نِّوَ ٱلَّذ
وَلَٰ ٱلنذاسِ  نت

َ
ٍِمت أ لِ كت

َ
ًُ وَأ ْ خَيت َا ٍُ ْ وَكَدت جُ ا َٰ ذٌِمُِ ٱلرِّبَ خت

َ
ِ نَثيِٗا وَأ شَبيِلِ ٱللَّذ

 ٍُ كَفِٰرِيوَ نِيت
ىاَ للِت خَدت خت

َ
لِۡهٗا  ةٱِلتبَطِٰلِِۚ وَأ

َ
 مت غَذَاةاً أ

Terjemahnya: 

 

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas 

(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi 

mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan 

Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya 

mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta 

benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk 

orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”
61

 

 

 

Firman Allah swt. dalam (Q.S Ar-Ruum: 39) 

ِِۖ وَنَآ ءَاحيَتخُم نِّو  بَُاْ غِيدَ ٱللَّذ وَلِٰ ٱلنذاسِ فَلَٗ يرَت نت
َ
اْ فِِٓ أ ََ بُ وَنَآ ءَاحيَتخُم نِّو رّبِٗا لّيَِت

ػِفَُنَ   تهُضت مُ ٱل ٌُ وْلََٰٓئمَِ 
ُ
ِ فَأ ًَ ٱللَّذ ة  حرُِيدُونَ وجَت َٰ  زَكَ

Terjemahnya:  

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah 

pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan 

apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-

orang yang melipat gandakan (pahalanya).”
62

 

 

Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut diatas, ada ayat yang memang 

secara eksplisit tegas mengharamkan riba, ada juga yang tegas melarangnya, akan 

tetapi masih berupa gambaran umum dan kurang komprehensif. Dilihat dari 
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periodesasinya ke semua ayat tersebut mempunyai masa berbeda, baik itu tempat 

maupun waktunya. Ada satu ayat yang turun di Makkah di masa awal perjuangan 

Islam (sebelum Nabi hijrah) dimana ajarannya masih berkuat mengenai keimanan 

dan ketauhidan. Sedangkan tiga ayat lainnya turun di madinah, dimana ajaran 

sosial kemasyarakatannya lebih luas dan banyak. 

C. Pegadaian  

Istilah gadai berasal dari terjemahan kata pand (Bahasa Belanda) atau bledge 

atau pawn (Bahasa Inggris). Gadai adalah jaminan barang yang dapat dijual 

sebagai jaminan hutang dan kelak (nantinya) dapat dijual membayar hutang jika 

yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan.
63

 

Menurut UU Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh 

seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan 

kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan 

yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil 

pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang  

berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan, untuk 

menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, dan biaya-biaya yang mana harus 

didahulukan.
64

  

Pengertian pegadaian menurut Susilo (1999) adalah: Suatu hak yang 

diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. 

Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang 
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yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai 

utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kuasa kepada orang yang 

berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk 

melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya 

pada saat jatuh tempo.
65 

D. Pegadaian Syariah 

1. Pengertian Pegadaian Syariah  

Menurut istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan al rahn berarti al-

tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah syara‟, yang  

dimaksud dengan rahn adalah akad yang objeknya menahan barang terhadap 

sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
66

  

Adapun beberapa ahli pakar mendefinisikan tentang Ar-Rahn antara lain: 

a. Ulama syafi‟iyah mendefinisikan Ar-Rahm adalah menjadikan suatu 

barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, 

bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. 

b. Ulama hananilah mengungkapkan  Ar-Rahn adalah suatu benda yang 

dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila 

yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
67

 

c. Ulama malikiyah mendefinisikan Ar-Rahn adalah sesuatu yang bernilai 

harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang 
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yang tetap (mengikat). Muhammad Azhar Basyir, Ar-Rahn adalah 

perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, 

menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara‟ sebagai 

tanggungan mahrun bin (pinjaman atau utang), sehingga dengan adanya 

tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
68

 

d. Muhammad Syafi‟i Antonio menjelaskan Ar-Rahn adalah menahan salah 

satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 

diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. 

Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana 

dapat dijelaskan bahwa Ar-Rahn adalah jaminan utang.
69

 

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Ar-Rahn 

merupakan menahan barang jaminan yang bersifat materi dari milik sipeminjam 

sebagai jaminan atas utang yang diperolehnya dan barang yang diterima oleh yang 

berpiutang  tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga apabila pihak yang 

menggadaikan tidak dapat membayar kembali seluruh atau sebagian utangnya 

maka orang yang menerima gadai bisa menahan atau melelang barang jaminan 

tersebut 

Gadai syari‟ah (rahn) merupakan menahan salah satu harta milik nasabah  

(rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas hutang atau pinjaman (i)  yang 

diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak 
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yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
70

  

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, 

atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara‟ sebagai 

tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh 

atau sebagian utang dapat diterima.  

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, 

pegadaian syari‟ah adalah suatu badan usaha di  Indonesia yang secara resmi 

mempunyai ijin untuk melaksanakan  kegiatan lembaga keuangan syari‟ah berupa 

pembiayaan dalam bentuk  penyaluran  dana  ke masyarakat  atas  dasar  hukum  

gadai  secara  syar‟i.  Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan 

marhun bih dalam  bentuk rahn itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa murtahin,  

dalam hal ini pegadaian syari‟ah, mempunyai hak menahan marhun sampai semua 

marhun bih dilunasi.  

2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah  

a. Al Qur‟an  

ْۥۗ وَلََّ  ًُ َ رَبذ َخذقِ ٱللَّذ ۥ وَلۡت ًُ مَيَٰخَ
َ
حهُِوَ أ ِي ٱؤت ضٗا فَلتيُؤَدِّ ٱلَّذ ٰ بَػت ۞وَإِن نُيخُمت عََلَ

ٓۥ ءَاثمِٞ كَلت  ًُ ا فإَىِذ ٍَ خُهت َۚ وَنَو يكَت هَدَٰةَ ْ ٱلشذ خُهَُا هَلَُنَ حكَت ُ ةهَِا تَػت ْۥۗ وَٱللَّذ ًُ تُ
نِوَ بَػتضُكُم 

َ
ِۖ فإَنِت أ تَُضَثٞ لت  غَليِمٞ  شَفَر  وَلمَت تََِدُواْ كََحتِٗا فرَِهَوٰٞ نذ

Terjemahnya:  

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
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hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah 

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa 

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”
71

  

 

b. Hadits  

“Dari Aisayah r.a berkata bahwa Rasul bersabda: Rasulullah SAW    pernah 

membeli makanan dari seorang  yahudi  dengan  harga  yang  diutang, sebagai  

tanggungan  atas  utangnya  itu  Nabi menyerahkan baju besinya “ (HR. Bukhari).  

c. Ijma  

berdasarkan ayat dan hadist diatas, para ulama fiqh sepakat bahwa gadai 

diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya, 

demikian juga dengan landasan hukumnya.
72

 Di samping itu juga karena banyak 

kemashalatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama 

manusia.
73

 

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn, dikarenakan Al-Qur‟an  sudah 

menganjurkan untuk memberikan barang jaminan, dan juga pernah  dilakukan 

secara langsung oleh Rasulullah, disamping itu juga tidak ada dalil yang 

mengharamkannya. 

Majelis Ulama Indonesia Melalui Dewan Syariah Nasional mengenai hukum 

gadai (rahn) tertuang dalam fatwa DSN No.25/DSN/MUI/III/2002. Bahwa 
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pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn 

dibolehkan dengan ketentuan yang ada. 

3. Rukun dan Syarat sahnya Gadai Syariah 

Dalam menjalankan pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun 

gadai tersebut antara lain:
74

 

a. Ar-Rahin (yang menggadaikan) 

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang 

yang digadaikan. 

b. Al-Murtahin (yang menerima gadai) 

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan 

modal dengan jaminan barang (gadai). 

c. Al-Marhun/ rahn (barang yang digadaikan) 

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam 

mendapatkan utang. 

d. Al-Marhun bih (utang) 

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya 

tafsiram marhun. 

e. Siqhat, ijab dan qabul 

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai 

4. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah  

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara  lain 

adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah  rahin 
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(yang menggadaikan barang) dan murtahin  (yang menahan barang gadai). 

Obyeknya ialah marhun (barang gadai) danutang yang diterima rahin. Menurut 

beberapa ulama, mengenai prinsip-prinsip syari‟ah yang dibuat  acuan  dalam  

operasi Pegadaian Syari‟ah, yaitu ditinjau dari: kedudukan barang  gadai, 

pemanfaatan barang gadai, risiko atas kerusakan barang gadai, pemeliharaan 

barang gadai, kategori barang gadai, akad gadai, hak gadai atas harta peninggalan, 

pembayaran atau pelunasan utang gadai serta prosedur pelelangan barang gadai.
75

  

Kedudukan barang gadai merupakan suatu amanah yang dipercayakan  

kepadanya oleh pihak penggadaian. Murtahin hanya berhak menahan barang  

gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya. Jika barang 

gadai rusak atau hilang disebabkan oleh kelalaian murtahin, maka murtahin  

menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang, 

(kesepakatan ulama).  

Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan  

alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan  

miliknya. Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata 

diperlukan.  

Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis  

barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat, yaitu: benda bernilai 

menurut hukum syara‟, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, benda 

diserahkan seketika kepada murtahin.
76
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Begitu juga mazhab Maliki dalam kitab  Bidayatul  Mujtahid,  berpendapat  

bahwa diperbolehkan mengambil gadai pada salam, utang, ghasab, harga-harga 

barang konsumsi denda tindak kriminal pada harta benda, serta pada tindak  

penganiayaan secara sengaja yang tidak ada qishashnya, seperti al-ma‟mumah  

(pelaku yang mengenai otak) dan al-jaifah (pelaku yang mengenai perut).
77

  

Para ulama sepakat, bahwa hak murtahin untuk menerima pembayaran utang, 

lebih didahulukan dari pada hak para kreditur atas utang lepas. Apabila pada 

waktu yang telah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali   utangnya, 

maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaiannya dan 

kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Jika setelah  diperintah hakim, 

rahin tidak mau membayar utangnya dan tidak mau menjual  barang gadaiannya, 

maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi 

utang-utangnya.  

Jika terdapat persyaratan, menjual barang gadai pada saat jatuh tempo,  maka 

menurut Basyir, hal ini dibolehkan dengan ketentuan: (1) Murtahin harus terlebih 

dahulu mencari tahu keadaan rahin (mencari penyebab belum melunasi utang), (2) 

dapat perpanjang tenggang waktu pembayaran, (3) Kalau murtahin  benar-benar 

butuh uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka murtahin  boleh 

memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seijin rahin. (4)  Apabila 

ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang  gadai dan 

kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.
78
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Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai bolehnya untuk beroperasi  

pegadaian syari‟ah dan beberapa penjelasan para ulama mengenai prinsip-prinsip  

syari‟ah dalam mekanisme operasi pegadaian syari‟ah, maka DSN (Dewan  

Syari‟ah Nasional) memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman  

untuk rahn (menahan barang sebagai jaminan atas hutang) sesuai prinsip-prinsip  

syari‟ah, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam pada  

umumnya dan bagi kalangan praktisi ekonomi syari‟ah pada khususnya  murtahin, 

yaitu sebagai berikut:
79

  

a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang)  

sampai hutang rahin (yang menyerahkan barang dilunasi).  

b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun  

tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin. Dengan tidak 

mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 

pemeliharaan dan perawatannya.  

c. Pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban  

rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan  

pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.  

d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman.  

e. Penjualan marhun: pertama, apabil jatuh tempo, murtahin harus memperingati  

rahin untuk segera melunasi hutangnya. Kedua, apabila rahin tetap tidak  dapat 
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melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui  lelang 

sesuai syari‟ah. Ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk  melunasi 

hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. Keempat, kelebihan hasil penjualan menjadi milik  rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

5. Adapun produk-produk yang di tawarkan oleh pegadaian syariah sebagai 

berikut.
80

 

1. Arrum haji 

Arrum haji merupakan produk dari pegadaian syariah yang 

memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan 

emas. 

2. Multi pembayaran online 

Multi pembayaran online (MPO) melayani pembayaran berbagai 

tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian 

tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. 

3. Konsinyasi emas 

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian 

sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena 

disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas 

batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga  emas yang 

dimiliki lebih produktif 

4. Tabungan emas 
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Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan 

fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. 

5. Mulia 

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat 

secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu 

yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang 

aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan 

ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah 

idaman serta kendaraan pribadi. 

6. Arrum BPKB 

Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) pada pegadaian 

syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal 

usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya 

sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.  

7. Amanah 

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan 

berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, 

untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. 

8. Rahn 

Pembiyaan RAHN (gadai syariah) dari pegadaian syariah adalah 

solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Proses cepat 

hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. 
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Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan 

bermotor. 

9. Rahn hasan 

Pegadaian rahn hasan merupakan pemberian dana dengan akad 

gadai/rahn mulai dari Rp.50.000 sampai dengan Rp.500.000 tanpa 

biaya pemeliharaan (mu‟nah pemeliharaan) 

10. Rahn tasjily tanah 

Rahn tasjily tanah adalah fitur produk pegadaian syariah rahn yang 

jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah 

ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif 

deskriptif. Peneliti akan  mendeskripsikan, menggambarkan, mengungkap fakta-

fakta serta perbandingan antara praktek tabungan emas pada Pegadaian Syariah 

dengan Pegadaian Konvensional. Artinya peneliti akan mengolah data menjadi 

sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat agar bisa di mengerti oleh 

pembaca. Data yang dimaksud adalah  catatan atas kumpulan-kumpulan fakta 

yang di dapatkan di pegadaian syariah dan konvensional tentang produk tabungan 

emas 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan komparatif atau perbandingan,  

komparatif berfokus pada variabel yang bersifat sistematik yaitu variabel yang 

bersifat makro dalam hal ini variabel makro adalah tabungan emas.. Penelitian ini 

menekankan pada observasi sosial karena pada umumnya masyarakat 

menggunakan jasa pegadaian sebagai sarana untuk berinvestasi emas. bentuk 

penelitian ini membandingkan antara tabungan emas yang saling berhubungan 

dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya.  

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, 

dalam hal ini ucapan yang maksud adalah data yang di dapatkan dari pimpinan 

pegadaian syariah dan pegadaian konvensional Tuminting. Peneliti menggunakan 

pendekatan ini karena menurut Bogdan dan Biklen, S  bahwa pendekatan ini 
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mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau 

perilaku yang dapat diamati dari pegadaian.
81

 

B. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan 

mengimplementasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut norma 

hukum yang berkaitan dengan produk tabungan emas. Adapun pendekatan yuridis 

empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada produk 

tabungan emas di pegadaian syariah dan konvensional. 

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama yaitu fatwa majelis ulama indonesia 

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan 

yang terjadi di praktek lapangan yaitu di pegadaian syariah dan 

konvensional tuminting. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu:  

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi. 
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Observasi pada peneliti ini peneliti akan mengamati secara langsung situasi 

pegadaian, yakni di pegadaian syariah dan konvensional tuminting untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian 

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan cara tanya jawab 

antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan untuk mengumpulkan 

informasi dan dalam penelitian ini yang merupakan subjek penelitian adalah 

pimpinan pegadaian syariah dan konvensional di tuminting. Agar wawancara 

efektif peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Mengenalkan diri 

2. Menjelaskan maksud kedatangan 

3. Menjelaskan materi wawancara 

4. Mengajukan pertanyaan 

Selain observasi dan wawancara teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

yaitu dengan memperoleh informasi lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk 

surat, catatan harian, serta dokumen pegadaian yang berkaitan dengan produk 

tabungan emas. 

Pengumpulan data dalam penelitiannya ini yaitu menggunakan sumber 

primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.
82

. pada penelian ini sumber primer adalah wawancara secara langsung 

kepada pimpinan pegadaian. Sumber data selanjutnya adalah Sumber sekunder 

adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi 
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kepustakaan.
83

 Bahan pustaka terdiri dari 2 sumber bahan hukum primer, 

sekunder. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemeukakan sebagai berikut: 

1. Bahan hukum primer 

a. Al-Qur‟an 

b. www.pegadaian.co.id 

c. www.pegadaiansyariah.co.id  

d. Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia  no 1 tahun 2004 tentang bunga bank 

f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual 

beli emas secara tidak tunai 

2. Bahan hukum sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian 

lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni 

dilakukannya wawancara.  

Selain wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta 

yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendra 

mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa 

dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu 

memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga 

tidak sekadar barang yang tidak bermakna. 
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D. Teknik pengolahan dan analisis data 

Setelah data terkumpul melalui kegiatan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi maka selanjutnya peneliti mengolah dengan cara berikut: 

1. Editing, yaitu data yang diperoleh peneliti akan diperiksa dan diteliti 

kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, 

sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. 

2. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada 

tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. 

Dalam teknis analisis data pada penelitian ini  peneliti akan mengumpulkan 

seluruh data primer maupun data sekunder yang di dapatkan dan menganalisanya 

sehingga menjadi kata yang  diperluas melalui analisis kualitatif. Artinya peneliti 

akan menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat yang 

terstruktur 

Instrumen Penelitian adalah alat ukur, yaitu dengan instrumen penelitian ini 

dapat dikumpulkan data sebagai alat untuk menyatakan besaran atau presentase 

sehingga dengan menggunakan instrumen yang dipakai tersebut berguna sebagai 

alat, baik untuk pengukuran maupun bagi pengukurannya.
84

 

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, peneliti akan  

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuan yang ditemukan oleh peneliti.  
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Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas kualitas 

pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data.
85
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umun UPS Pegadaian Syariah Hasanudin Tuminting dan 

Pegadaian Tuminting 

Pegadaian syariah tuminting merupakan unit pelayanan syariah (UPS) 

Hasanudin dari cabang pegadaian syariah (CPS) Istiqlal manado yang berlokasi di 

Jl. Hasanudin No. 14, kel. Islam, Kec. Tuminting, Kota manado, dengan titik 

koordinat 1
0
30‟27‟‟N  124

0
50‟48‟‟E.  Unit pegadaian syariah (UPS) Hasanudin 

melayani berbagai layanan terkait dengan produk pegadaian syariah. Didirikan 

berdasarkan keputusan direksi perum pegadaian  Nomor. 249/LB.1.00/2000 

tentang pembukaan kantor cabang pegadaian syariah istiqlal Manado, kantor 

wilayah VI Manado, ditetapkan di jakarta pada tanggal 11 Oktober 2010 oleh 

direktur utama PT. Prgadaian (persero) yaitu Chandra Purnama. 
86

 

Gambar 1. 

Struktur organisasi UPS  Pegadaian syariah Hasanudin.
87

  

 
 

Adapun produk-produk yang di tawarkan oleh pegadaian syariah 

hasanudin sebagai berikut.
88
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11. Arrum haji 

Arrum haji merupakan produk dari pegadaian syariah yang 

memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan 

emas. 

12. Multi pembayaran online 

Multi pembayaran online (MPO) melayani pembayaran berbagai 

tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian 

tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. 

13. Konsinyasi emas 

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian 

sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena 

disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas 

batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga  emas yang 

dimiliki lebih produktif 

14. Tabungan emas 

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan 

fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. 

15. Mulia 

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat 

secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu 

yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang 
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aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan 

ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah 

idaman serta kendaraan pribadi. 

16. Arrum BPKB 

Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) pada pegadaian 

syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal 

usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya 

sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.  

17. Amanah 

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan 

berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, 

untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. 

18. Rahn 

Pembiyaan RAHN (gadai syariah) dari pegadaian syariah adalah 

solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Proses cepat 

hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. 

Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan 

bermotor. 

19. Rahn hasan 

Pegadaian rahn hasan merupakan pemberian dana dengan akad 

gadai/rahn mulai dari Rp.50.000 sampai dengan Rp.500.000 tanpa 

biaya pemeliharaan (mu‟nah pemeliharaan) 

20. Rahn tasjily tanah 
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Rahn tasjily tanah adalah fitur produk pegadaian syariah rahn yang 

jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah 

ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro. 

Pegadaian tuminting merupakan unit pelayanan cabang (UPC) Tuminting 

yang berlokasi di Jl. Hasanudin No. 202, Tuminting, Kec. Tuminting, Kota 

Manado, Sulawesi utara 95239, dengan titik koordinat  1
0
30‟36‟‟N  124

0
50‟52‟‟E. 

Unit pelayanan cabang (UPC) pegadaian tuminting melayani berbagai layanan 

terkait produk pegadaian itu sendiri, Kredit cepat aman (KCA) merupakan kredit 

dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah dan untuk 

mendapatkan pinjamam nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan 

emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, leptop, handphone dan barang 

elektronik lainnya. Krasida, krasida merupakan kredit dengan angsuran bulanan 

untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang mejadi 

solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit  dengan cara cepat. Kreasi, kreasi adalah 

kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah  

(UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusa. Sistem fidusa berarti 

agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa 

digunakan untuk usaha. Ada juga investasi emas antara lain adalah mulia, 

tabungan emas, dan konsinyasi emas.
89
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Gambar 2. 

Struktur organisasi PT. Pegadaian  

Cabang Tuminting 

 

 

2. Visi dan Misi Pegadaiaan 

Adapun terkait visi dan misi pegadaian baik konvensional maupun syariah  

itu masih tergabung belum terpisah antara syariah konvensional.
90

 

1. Visi 

Menjadi the most value financial company di indonesia dan sebagai agen 

inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. 

2. Misi. 

a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh 

pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. 

b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan 

bisnis baru untuk menambah proposisi bilai ke nasabah dan 

pemangku kepentingan. 
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c. Memberikan service excelence dengan fokus nasabah melalui: 

i. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital  

ii. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir  

iii. Praktek manajemen risiko yang kokoh  

iv. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik. 

3. Hasil Wawancara 

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan wawancara secara 

langsung kepada pimpinan dari pegadaian syariah hasanudin Tuminting dan 

pimpinan pegadaian Tuminting dengan jumlah 10 pertanyaan. Waktu pelaksanaan 

wawancara yaitu pada tanggal 10 dan 20 desember 2019, berikut hasil wawancara 

tersebut: 

Pertanyaan kepada pimpinan pegadaian syariah hasanudin tuminting: 

a. Apakah dalam pembuatan rekening tabungan emas memiliki prosedur 

kontrak antara nasabah dan perusahaan? 

Jawab: ya jelas ada untuk menandatangani akad dan bukti setor ke 

rekeningnya nasabah serta formulir identifikasi file harus di isi 

b. Apa saja prosedurnya? 

Jawab: nasabah harus mempersiapkan uang setoran awalnya Rp. 

50.000, KTP sebagai identitas awalnnya, kemudian penandatanganan 

akad. 

c. Apa isi kontrak tersebut? 
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Jawab: isi kontrak tersebut meliputi instruksi pembelian emas, 

pejualan emas, pencetakan emas, dan kewajiban pemilik rekeningnya, 

serta tanggung jawab pemilik rekening. 

d. Apakah isi kontrak mengacu pada sistem pegadaian syariah? 

Jawab: ya semua mengacu pada sistem pegadaian syariah 

e. Apakah nasabah mengetahui isi kontrak tersebut atau hanya 

menandatangani seluruh berkas? 

Nasabah dijelaskan terlebih dahulu agar nasabah mengetahuinya 

kemudian menandatangani seluruh berkasnya. 

f. Apakah kontrak tersebut berlaku bagi kedua belah pihak? 

Jawab: berlaku pada kedua belah pihak tetapi menjadi arsip kepada 

pegadaian 

g. Apakah nilai tabungan emas berpengaruh ketika harga emas naik 

ataupun turun? 

Jawab: sangat berpengaruh sekali, 

h. Bagaimana ketika harga emas naik? Apa pengaruhnya pada tabungan 

emas? 

Jawab: ketika harga emas naik maka pengaruhnya pada tabungan emas 

adalah emas yang di simpan pada pegadaian akan naik harganya sesuai 

harga emas pada saat itu. 

i. Bagaimana ketika harga emas turun? Apa pengaruhnya pada tabungan 

emas? 
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Jawab: begitupun sebaliknya apabila harga emas turun maka emas 

yang disimpan di pegadaianpun akan turun 

Pertanyaan kepada pimpinan pegadaian Tuminting: 

a. Apakah dalam pembuatan rekening tabungan emas memiliki prosedur 

kontrak antara nasabah dan perusahaan? 

Jawab: ya jelas ada, untuk nasabah ada biaya administrasi pengelolaan 

rekening selama satu tahun jika selama satu tahun tidak ada transaksi 

otomatis tahun berikutnya hangus sebesar Rp 30.000 

b. Apa saja prosedurnya? 

Jawab: membawa KTP, mengisi data nasabah, mengisi aplikasi 

pembukaan tabungan emas. 

c. Apa isi kontrak tersebut? 

Jawab: isi kontrak tersebut meliputi instruksi pembelian emas, 

pejualan emas, pencetakan emas, dan kewajiban pemilik rekeningnya, 

serta tanggung jawab pemilik rekening. 

d. Apakah isi kontrak mengacu pada sistem pegadaian syariah? 

Jawab: iya, syariah dan konvensional sama saja 

e. Apakah nasabah mengetahui isi kontrak tersebut atau hanya 

menandatangani seluruh berkas? 

Nasabah dijelaskan terlebih dahulu agar nasabah mengetahuinya 

kemudian menandatangani seluruh berkasnya. 

f. Apakah kontrak tersebut berlaku bagi kedua belah pihak? 
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Jawab: di perjanjian memang pegadaian yang menyimpan kontrak, 

nasabah hanya memegang buku rekening tabungan. 

g. Apakah nilai tabungan emas berpengaruh ketika harga emas naik 

ataupun turun? 

Jawab: untuk tabungan emas nilainya tergantung transaksi pada hari 

itu, seandai hari ini Rp.100.000 kemudian besok Rp.150.000 maka 

apabila mau diambil besok maka Rp.150.000 

h. Bagaimana ketika harga emas naik? Apa pengaruhnya pada tabungan 

emas? 

Jawab: yang di tabung pada pegadaian bukan uang tetapi emas maka 

ketika harga emas naik maka emas kita di pegadaian beratnya tetap 

nilai emas kita akan naik 

i. Bagaimana ketika harga emas turun? Apa pengaruhnya pada tabungan 

emas?  

Jawab: begitupun sebaliknya apabila harga emas turun maka emas 

yang disimpan di pegadaianpun akan turun 

B. Pembahasan 

1. Prosedur Kontrak  Produk Tabungan Emas  

a. Pegadaian syariah. 

Pembukaan rekening tabungan emas pada pegadaian syariah tuminting  

memiliki persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi, keterangan dari informan 
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bahwa untuk pembukaan rekening tabungan emas nasabah harus 

mempersiapkan.
91

  

1. Uang Rp.50.000 untuk administrasi, termasuk biaya penitipan selama 1 

tahun dan pembelian emas minimal 0.01 gr 

2. KTP sebagai identitas 

3. Mengisi formulir yang sudah di sediakan 

Pada saat setelah mengisi formulir maka selanjutnya pegadaian menjelaskan 

kontrak antara nasabah dimana ada instruksi penjualan emas, instruksi pencetakan 

emas, kewajiban pemilik rekeningnya, dan bagaimana ketika nasabah meninggal 

dunia.
92

 Saldo emas dapat di cetak dalam bentuk kepingan emas mulai dari 5, 10, 

25, 50, dan 100 Gram.
93

  

a.  Instruksi penjualan emas pada pasal 5. 

1. setiap penjualan emas yang dilakukan oleh pemilik rekening, harus 

disertai dengan formulir atau aplikasi yang ditentukan oleh pegadaian 

yang ditandatangani oleh pemilik rekening yang melakukan penjualan 

dan di terima baik oleh pegadaian 

2. pemilik rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada 

pegadaian untuk melaksanakan semua instruksi penjualan dan 

penarikan biaya untuk dibebankan pada rekening yang dimiliki. 
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3. Ketentuam pelaksanaan instruksi penjualan dengan surat kuasa dari 

pemilik rekening kepada orang lain yang diberi kuasa 

1. hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari 

2. menyerahkan buku tabungan emas dan asli kartu identitas penerima 

dan pemberi kuasa. 

b. Instruksi pencetakan emas pada pasal 6. 

1. Setiap instruksi cetak emas yang dilakukan oleh pemilik rekening 

harus disertai dengan formulir atau aplikasi yang ditentukan oleh 

pegadaian yang di tandatangani oleh pemilik rekening yang melakukan 

penjualan dan diterima baik oleh pegadaian. 

2. Dalam melaksanakan instruksi pencetakan pemilik rekening tunduk 

dan patuh pada ketentuan pegadaian termasuk membayar biaya yang 

telah ditentukan oleh pegadaian  

c. Instruksi kewajiban pemilik rekening pada pasal 8. 

1. Pemilik rekening wajib untuk menyerahkan kepada pegadaian contoh 

tanda tangan dan orang yang berhak mewakili pemilik rekening, 

menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada pegadaian. Contoh 

tanda tangan tetpa berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan 

secara tertulis dan pemilik rekening yang disampaikan kepada 

pegadaian. 

2. Apabila pemilik rekening telah melampaui jangka waktu penitipan 

maka pemilik rekening memberikan perintah kepada pegadaian untuk 

menjual emas yang dititipkan pada pegadaian untuk melakukan 
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pembayaran atas biaya jasa titipan yang terhutang kepada pegadaian 

jika terdapat sisa atau kelebihan uang dari hasil penjualan maka akan 

dikembalikan kepada pemilik rekening. 

3. Apabila dalam rekening tidak tersedia atau atau tidak cukup uang 

untuk membayar biaya/ongkos yang menjadi kewajiban pemilik 

rekening maka atas permintaan dari pegadaian, pemilik rekening wajib 

membayar kepada pegadaian sejumlah uang yang dianggap cukup oleh 

pegadaian untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajibannya 

kepada pegadaian 

4. Pemilik rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada 

pegadaian dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi 

perubahan data pemilik rekening. Perubahan ini berlaku sejak 

diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh pegadaian pada 

cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena 

adanya kelalaian pemberitahuan perubahan data tersebut di atas 

menjadi tanggung jawab sepenuhnya sari pemilik rekening. 

d. Pemilik rekening meniggal dunia di pasal 10 

1. Khusus untuk pemilik rekening perorangan apabila pemilik rekening 

meninggal dunia maka sisa saldo di rekening akan diserahkan kepada 

ahli waris pemilik rekening sesuai ketentuan pada pegadaian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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2. Dengan dilakukannya penyerahan kekayaan pemilik rekening yang 

meninggal dunia kepada ahli waris pemilik rekening maka pegadaian 

dibebaskan sepenuhnya dan semua tanggung jawab atas itu. 

Keterangan dari informan bahwa awalnya sistem kontrak dibuat oleh 

pegadaian syraiah pusat dan seluruh isi kontrak tersebut mengacu pada sistem 

pegadaian syariah pusat yang tentu seluruh prinsip yang digunakan oleh 

pegadaian syariah adalah prinsip islam, dimana seluruh pegadaian syariah di 

indonesia memakai sistem tersebut, dan sesuai dengan perjanjian bahwa kontrak 

antara nasabah dan perusahaan seluruh berkasnya akan disimpan di pegadaian 

sebagai arsip dan nasabah hanya memegang, tetapi sebelum itu pihak pegadaian 

menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah agar nasabah mengetahui perjanjian 

tersebut dan menyepakati perjanjian tersebut. 

b. Pegadaian Tuminting 

Prosedur kontrak tabungan emas pada pegadaian konvensional yang jelas 

ada  untuk nasabah.
94

 

1. Pembelian emas minimal 0.01 gr dan biaya administrasi pengelolaan 

rekening pengelolaan rekening selama satu tahun sebesar Rp.30.000. 

2. Membawa KTP 

3. Mengisi formulir 

setelah persyaratan terpenuhi maka dari pihak pegadaian akan menjelaskan 

seluruh isi kontrak dan beberapa biaya yang akan di tanggung oleh nasabah, 

termasuk instruksi penjualan emas, instruksi pencetakan emas, kewajiban pemilik 
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rekeningnya, dan bagaimana ketika nasabah meninggal dunia.
95

 Saldo emas bisa 

dicetak dalam bentuk emas kepingan mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 gram. 

Untuk cetak emas akan dikenakan biaya per kepingnya.
96

 

Tabel 1. 

Biaya ongkos cetak emas di pegadaian. 

 

Denomasi Cetakan Antam Cetakan UBS 

1 Gram Rp. 85.000 Rp. 40.000 

2 Gram Rp. 86.000 Rp. 66.000 

5 Gram Rp. 127.000 Rp. 83.000 

10 Gram Rp. 177.000 Rp. 111.000 

25 Gram Rp. 245.000 Rp. 178.000 

50 Gram Rp. 516.000 Rp. 301.000 

100 Gram Rp. 632.000 Rp. 507.000 

 

Biaya yang di tanggung oleh nasabah sebagai berikut 

1. Biaya materai 

2. Biaya cetak buku 

3. Biaya jasa titipan emas dan asuransi 

4. Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak 
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5. Biaya pemblokiran tabungan 

6. Biaya ongkos pencetakan emas 

Pernyataan oleh bapak Sunaryadi bahwa khusus untuk tabungan pegadaian 

konvensional sama dengan pegadaian syariah syariah.
97

 Peneliti menganalisa 

bahwa ketika pegadaian syariah menggunakan prinsip Murabahah, Wadi‟ah dan 

Istishna pada tabungan emas maka pegadaian konvensional juga Menggunakan 

prinsip tersebut. 

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual 

beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang 

dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.
98

 

Secara umum murabahah diartikan sebagai akad jual beli barang dengan 

menyatakan tsaman (harga perolehan), dan ribh (keuntungan margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. wadi‟ah adalah titipan murni dari satu pihak 

ke pihak lain, bank individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja saat diminta oleh sipenitip. Istishna merupakan jasa 

pembiayaan dengan mengambil bentuk jual beli. Istishna berarti minta 

dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntunan agar tukang/ahli (sham) 

membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian istishna 

adalah jual beli antara pemesan dan penerima pemesan. Dimana spesifikasi dan 
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harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap 

sesuai dengan kesepakatan. 

Peneliti menganalisa bahwa pada saat nasabah ingin membuka rekening 

tabungan emas di pegadaian, syarat pertama yaitu harus membeli emas terlebih 

dahulu seberat 0.01 gram dengan harga sesuai harga emas pada saat itu, dan 

termasuk biaya administrasi, biaya materai, dan biaya cetak buku rekening. 

Setelah melakukan persyaratan tersebut pegadaian akan memberikan buku 

rekening kepemilikan emas. Maka peneliti menganalisa bahwa itu  termasuk 

dalam akad murabahah, murabahah merupakan akad jual beli dengan menyatakan 

biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya dan biaya 

titipan selama 1 tahun Rp. 30.000 termasuk dalam akad wadi‟ah dimana akad 

wadi‟ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, bank individu maupun 

badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat diminta oleh 

sipenitip 

Kemudian ketika emas tersebut sudah mencapai berat 1 gram nasabah bisa 

menjualnya kembali (buy back) kepada pegadaian syariah maupun konvensional 

dengan harga yang sudah di atur oleh pegadaian. dan jika nasabah ingin memiliki 

emas fisik maka berat emas tersebut harus mencapai minimal berat 1 gram di 

pegadaian konvensional dan berat 5 gram di pegadaian syariah,  perjanjian antara 

nasabah dan perusahaan bahwa pencetakan emas seluruh biayanya akan 

ditanggung oleh nasabah itu sendiri. Maka peneliti itu termasuk dalam akad 

istisna dimana nasabah meminta/dibuatkan emas sesuai permintaan. Maka peneliti 
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menganalisa bahwa ketika nasabah memesan emas seberat 1 atau 5 gram maka itu 

termasuk ke dalam akad istishna, Istishna berarti minta dibuatkan/dipesan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menganalisa bahwa bahwa 

khusus untuk tabungan emas pada pegadaian syariah dan konvensional di 

kecamatan tuminting tidak memiliki banyak perbedaan dalam prosedur kontrak 

hanya saja pegadaian konvensional menyediakan emas batangan mulai dari 1 

gram dan pegadaian syariah menyediakan emas batangan mulai dari 5 gram. 

sehingga peneliti berpendapat bahwa prinsip yang digunakan oleh pegadaian 

konvensional dan syariah yaitu menggunakan prindip murabahah, wadiah dan 

istishna yang dibolehkan oleh Islam dalam bermuamalah. Sehingga ketika ingin 

membuka rekening tabungan emas dipegadaian syariah maupun konvensional 

maka dibolehkan.  

2. Nilai Pertumbuhan Tabungan Emas. 

Menabung dapat diartikan dengan dua hal, yaitu: menunda konsumsi dan 

mengumpulkan kekayaan dalam berbagai bentuk. Artinya, tabungan merupakan 

dana atau kekayaan yang disisihkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang, 

tentu tujuan untuk kita menabung adalah bertambahnya tabungan yang kita miliki 

Emas merupakan salah satu tolak ukur kekayaan seseorang yang memiliki 

emas, dan harga emas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, emas juga dapat 

digunakan sebagai sarana investasi yang aman. Mayoritas masyarakat memiliki 

investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaan mempertahankan nilai jual 

beli dimasa akan datang. Pada tabungan emas pasti mengalami pertumbuhan 
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karena setiap tahunnya harga emas mengalami kenaikan, dan itu sangat 

mempengaruhi pada nilai tabungan emas ketika harga emas itu naik atau turun.
99

 

Harga emas pada desember 2018 Rp.667.000 per gramnya.
100

 Dan pada 

desember 2019 harga emas mencapai Rp.752.000.
101

 dapat dilihat bahwa dalam 

jangka waktu satu tahun emas mengalami kenaikan harga  mencapai harga 

Rp.85.000. 

Nilai pertumbuhan tabungan emas antara pegadaian syariah maupun 

konvensional akan dipengaruhi ketika harga emas itu naik ataupun turun. 

Tabungan emas dipegadaian baik syariah maupun konvensional yang disimpan di 

saldo tabungan emas itu bukan rupiah melainkan berat emasnya jikalau kita 

menabung dengan transaksi awal membeli emas di pegadaian seberat 1 gram 

dengan harga Rp.667.000 kemudian bulan berikutnya harga emas naik menjadi 

Rp.700.000 pergramnya maka nilai tabungan emas tetap 1 gram tetapi nominal 

harga emas yang kita miliki menjadi Rp.700.000.
102

 

Begitupun sebaliknya ketika harga emas turun maka tetap berpengaruh pada 

tabungan emas yang kita miliki contohnya transaksi awal membeli emas seberat 1 
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gram dengan harga Rp.667.000 kemudian harga emas turun menjadi Rp.600.000 

maka nilai tabungan  emas menjadi Rp600.000.
103

  

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menganalisa bahwa nilai pertumbuhan 

tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional tidak memiliki 

bunga, karena  nilai pertumbuhan tabungan emas yang mengalami kenaikan harga 

sehingga nominal tabungan emas yang kita miliki bertambah bukan karena 

pemberian pegadaian tetapi bertambah karena harga emas yang naik.  

3. Pandangan hukum Islam terhadap tabungan emas? 

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan 

fasilitas titipan artinya kita membeli emas terlebih dahulu kemudian menitipnya 

kepada pegadaian. pembelian emas di pegadaian minimal 0.01 gram. Pegadaian 

akan menyediakan emas fisik ketika berat emas sudah mencapai minimal 1 gram 

untuk pegadaian konvensional dan 5 gram untuk pegadaian syariah. Tentu 

nasabah yang menginginkan emas fisik harus menyicilnya sehingga bisa mencapai 

berat 1 gram. Dan ini adalah transaksi jual beli emas tidak tunai. 

Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media 

investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Di dalam Islam 

emas dikategorikan sebagai barang ribawi dimana penjualannya harus dilakukan 

secara tunai. Namun transaksi yang terjadi di pegadaian adalah membeli emas 

secara tidak tunai. 
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Dalam menanggapi masalah ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat 

islam. Sebagian Ulama ada yang membolehkan dan sebagian Ulama lain 

membolehkannnya. Setiap Ulama memiliki alasan tersendiri dalam mengeluarkan 

pendapatnya. Sehingga perlu adanya fatwa yang bisa dijadikan pedoman sekaligus 

kejelasan mengenai masalah jual beli emas secara tidak tunai. 

1. Pendapat para Ulama 

Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli emas 

secara tidak tunai dalam hal ini ada beberapa pendapat, antara lain: 

a. Syaikh‟ Ali Jumu‟ah 

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk 

dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi 

diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah 

menjadi barang (sil’ah) sebagaimana barang lainnya yang 

diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya 

tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) 

disyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam 

hadis riwayat Abu Sa‟id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: 

“janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang 

sama, dan janganlah menjual emas yang gha‟ib (tidak diserahkan saat itu) 

dengan emas yang tunai.” (HR. Al-Bukhari). Hadist ini mengandung illat 

bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di 

masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum 

tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan illatnya, baik 
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ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara‟ untuk 

menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat 

dengan angsuran.
104

 

b. Wahbah al-Zuhaily 

Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran 

angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), 

dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.
105

 

c. Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani‟ 

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih 

dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa 

nashsudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam 

mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di 

majelis akad dalam hal jual beli sebagaimana (emas, misalnya) dengan 

sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk 

(menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) 

sebagai tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam 

mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang 
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Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Syaikh „Ali Jumu‟ah mufti al-

Diyar al-Mishriyah, al-Kalim al-Thayyib Fatwa ‘Ashriyah, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006), h. 
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Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutipWahbah al-Zuhaily dalam al-

Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah, (Damsyiq: Dar al-fikr, 2006), h. 133 
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sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, 

sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.
106

 

d. Khalid Muslihin dalam Huknu Ba’i al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-taqsith: 

Secara global terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan 

uang kertas secara angsuran: 

Pendapat pertama:haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan 

argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam 

pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman 

(harga, uang); dengan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara 

tunai. Hal ini berdasarkan hadis‟ Ubadah bin al-Shamit bahwa nabi s.a.w. 

bersabda, „jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai 

kehendakmu apabila dilakukan secara tunai,‟ (HR. Muslim 1587) 

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini 

didukung oleh sejumlah fuqahah masa kini; di antara yang paling 

menonjol adalah syeikh Abdurahman Aa-Sa‟di. Meskipun mereka 

berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, 

hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah 

pendapat yang dikemukakan oleh syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan 

Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) 

dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini ibnu 

Tayimiyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat: “boleh melakukan jual 
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beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus 

sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihannya dijadikan sebagai 

kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan 

pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan 

tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).
107

  

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “perhiasan (dari emas atau perak) 

yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang 

diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, 

bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat 

atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak 

berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan 

dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran 

atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun 

bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi 

perhiasab) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan 

sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan 

untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk 

memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama. 

e. Syaikh „Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Ba‟i al Dzahab bi al-

Taqsith: 
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Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, lihat „Ala‟ al-Din Abu al-Hasan al-Ba‟liy 

al-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Tayimiyah, (al-Qahirah: Dar al-
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Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat 

sebagai berikut: 

1. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqahah, dari mazhab Hanafi, 

Maliki, Syafi‟i, dan Hambali 

2. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama 

kontemporer yang sependapat 

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-

hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau 

menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara 

tunai.” 

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat 

pemayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran 

maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. 

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil 

sebagai berikut: 

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil’ah) yang dijual dan dibeli 

seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat 

pembayaran, uang); 

2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. 

Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka 

rusaklah kemashalatan manusia dan mereka akan mengalami 

kesulitan; 
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3. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi 

seperti pakaian dan barang, dan merupakan tsaman (harga, alat 

pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam 

pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), 

sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara 

harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang 

sama 

4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka 

tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan 

yang tidak terkira; 

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan 

saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas 

dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk 

memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. 

f. Pendapat peserta Rapat pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 

jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut: 

1. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan 

emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, 

mensyaratkan, antara lain agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; 

dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa 

pertukaran tersebut dinyatakan sebagai sebagai transaksi riba; sehingga 

emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal 

ribawiyah (barang ribawi) 
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2. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam 

transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan 

ahkam mu’allalah (hukum yang memiliki’illat), dan ‘illat-nya adalah 

tsamaniyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud 

hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, 

uang). 

3. Uang yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqud 

(jamak dari naqd) di definisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai 

berikut: 

“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran 

dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan kondisi seperti apa pun 

media tersebut”.
108

 

“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, 

baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan 

lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”
109

 

4. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik 

emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus 

sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang 

(alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad 

Rawas Qal‟ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan 
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Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, (Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 178. 
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1999), h. 23. 
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pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan 

sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat). 

5. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak 

sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil‟ah). 

Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan 

bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, 

misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut 

berstatus sama dengan barang (sil‟ah). 

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah 

ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian 

mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum 

dalam pertukaranemas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi 

sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam 

pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini. 

7. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 

Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas. 

Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak 

tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual 

beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas 

tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada 

ketentuannya yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka 

waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas 

yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn), dan 
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emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad 

lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan
110
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kontrak antara nasabah merupakan hal yang penting dalam pembukaan 

rekening tabungan emas pada pegadaian, tanpa adanya kontrak tersebut maka 

kerja sama antara perusahaan dengan nasabah tentu tidak akan berjalan dengan 

baik sesuai keinginan maka perlu adanya kontrak, pada pegadaian syariah 

tuminting maupun pegadaian tuminting secara persyaratan pembuatan rekening 

tabungan emas pegadaian  mensyaratkan: 

1. Membawa KTP sebagai identitas 

2. Mengisi formulir pendaftaran 

3. Membawa uang Rp. 50.000  untuk administrasi, termasuk biaya 

penitipan selama 1 tahun dan pembelian emas minimal 0.01 gram  

Selanjutnya pihak pegadaian akan menjelaskan isi kontrak  yaitu, 

instruksi pembelian emas, instruksi penjualan emas, instruksi pencetakan emas, 

kewajiban pemilik rekening, dan bagaimana ketika nasabah meninggal dunia. Dan 

kemudian nasabah akan menandatangani kontrak tersebut sebagai bukti setuju 

dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pegadaian. 

Prosedur kontrak produk tabungan emas pada pegadaian syariah dan 

konvensional tidak memiliki banyak perbedaan dalam produk tabungan emas 

perbedaan nya terletak pada pencetakan emasnya pegadaian konvensional 

menyediakan emas batangan mulai dari 1 gram sedangkan pegadaian syariah 

menyediakan emas batangan mulai dari 5 gram. Akad yang digunakan oleh 

pegadaian konvensional dan syariah memakai akad murabahah, wadiah dan 
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Istishna yang dibolehkan oleh Islam dalam bermuamalah. Sehingga ketika ingin 

membuka rekening tabungan emas dipegadaian syariah maupun konvensional 

maka dibolehkan. 

2. Pertumbuhan nilai tabungan emas pada pegadaian syariah dan 

konvensional akan dipengaruhi oleh naik dan turunya harga emas dipasaran, 

menabung emas di pegadaian berbeda dengan menabung uang biasa, karena yang 

di simpan pada saldo tabungan emas  adalah berat emasnya bukan nominal harga 

emas, jikalau kita menabung emas dengan transaksi awal 1 gram dengan harga 

Rp.667.000 maka nilai tabungan emas kita di pegadaian adalah 1 gram, ketika 

harga emas itu naik menjadi Rp.700.000 maka nilai tabungan emas tetap 1 gram 

tetapi nominalnya telah berubah menjadi 700.000. Maka pertumbuhan nilai 

tabungan emas bukan termasuk riba karena pertumbuhan tersebut berubah karena 

adanya kenaikan harga bukan dikarenakan persentase bunga. 

3. Menabung emas di pegadaian yaitu dengan membelinya pada pegadaian 

kemudian akan dititipkan di pegadaian sampai waktu yang tidak ditentukan. 

Transaksi jual beli emas di pegadaian merupakan salah satu transaksi jual beli 

dengan cara tidak tunai baik itu dengan menggunakan angsuran maupun tangguh. 

Dikatakan tidak tunai karena pegadaian syariah hanya meyediakan emas batangan 

dengan berat 5 gram, dan pegadaian konvensional menyediakan emas batangan 

dengan berat 1 gram maka ketika pembelian 0,01 gram emas dipegadaian perlu 

beberapa kali angsuran untuk mencapai 1 atau 5  gram emas dan ini tentu 

dikatakan sebagai jual beli emas tidak tunai. Di dalam Islam emas di kategorikan 

sebagai barang ribawi  di mana penjualannya harus dilakukan secara tunai. Tentu 
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hal ini membuat banyak pendapat para  ulama yang berbeda-beda terkait membeli 

emas di pegadaian. Sebagaian ulama membolehkan dan sebagaian tidak 

membolehkan. Pendapat ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan 

tentu memiliki alasan sehingga mengeluarkan pendapatnya. Di dalam  fatwa MUI 

No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai, menetapkan 

bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli 

murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar 

yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga 

jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun 

ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan 

pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn), dan emas yang dijadikan 

jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang 

menyebabkan perpindahan kepemilikan. 

B. Saran 

Setelah mengetahui hasil penelitian tentang perbandingan tabungan emas di 

pegadaian syariah dan pegadaian konvensional di kec. Tuminting Kota Manado, 

maka penulis ingin memberikan saran yaitu setiap nasabah yang ingin berinvestasi 

emas di pegadaian khususnya umat Islam  yang ingin membuka rekening 

tabungan emas harus paham tentang prinsip bermuamalah yang telah di atur oleh 

syariat Islam, baik itu akad-akad yang dibolehkan oleh syariat maupun kebolehan 

untuk melakukan kegiatan investasi tersebut, jangan sampai karena tidak adanya 

pengetahuan tentang bermuamalah kita umat Islam sendiri melanggar syariat 

Islam. 
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